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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1    Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: : 

1. Efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Belu pada tahun 2016 

sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 1005%, tahun 2019 sebesar 96%, dan pada 

tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar 27%, hal ini 

akibat dari adanya kebijakan PSBB semasa pandemi yang menyebabkan 

penurunan realisasi retribusi pasar terhadap target penerimaan yang telah 

deitentukan. Dengan demikian pemungutan retribusi pasar di Kabupate Belu 

selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki rata-rata sebesar 

86,2% dan dikatakan cukup efektif ini berarti penerimaan realisasi tidak 

mencapai target yang sudah ditentukan. 

2. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 

2016 sebesar 2,95%, tahun 2017 sebesar 2,29%, tahun 2018 sebesar 2,73%, 

tahun 2019 sebesar 2,86% dan pada tahun 2020 sebesar 0,94%  dengan rata-

rata kontribusi sebesar 2,35%, ini berarti bahwa penerimaan PAD sebesar 

2,35% merupakan sumbangan dari retribusi pasar. Kontribusi terbesar pada 

tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,95% dan kontribusi terkecil terjadi 

pada tahun 2020 dengan kentribusi sebesar 0,94%. 

 

6.2    Saran 

Berdasarkan   kesimpulan  penulis,  maka  sebagai  bahan pertimbangan agar  
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tingkat efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dapat lebih optimal, maka penulis mengemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu harus lebih 

banyak menggali potensi Retribusi Pasar dengan cara memanfaatkan hasil 

dari pengunaan pelayanan fasilitas seperti pelataran, kios, los, toko, ruko, 

yang hasilnya di gunakan sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah. 

2. Pemerintahan dalam hal ini Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) dan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu dalam 

meningkatkan penerimaan retribusi pasar agar sebaiknya melakukan 

sosialisasi penyuluhan secara rutin. Sosialisasi dan penyuluhan retribusi pasar 

yang bekerja sama dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tidak 

hanya di lakukan di daerah pasar, tetapi sosialisasi dan penyuluhan dapat 

dilakukan di balai desa, di kantor kecamatan maupun berkunjung langsung ke 

rumah warga dengan  melakukan sosialisasi peningkatan mengenai retribusi 

pasar dan peraturan serta tata cara pembayaran retribusi kepada wajib 

retribusi. Hal ini bertujuan agar pengetahuan pasar tentang retribusi dapat 

bertambah sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar dan 

retribusi dapat meningkat. 

3. Pada saat masa pandemi seperti ini sebaikan pemerintah bisa meringankan 

bebean pajak masyarakat pelaku usaha sehingga masyarakat bisa 

meringankan beban pajak mereka, yang di sebabkan kesulitan melakukan 

kegiatan pada masa pandemi. 
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4. Pemerintah dalam hai ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten 

Belu harus menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikena pungutan 

retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan 

pengawasan di lapangan. 

5. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk menambahkan beberapa 

analisis lain sehingga benar-benar dapan menganalisis kontribusi pajak daerah 

dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu. 
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